PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUS| PENYELENGGARAAN TOKO OBAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

* a.bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan penjualan obat

tanpa resep yang dikonsumsi masyarakat, sejalan dengan Peraturan
Menterl Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VI/1872 tentang Pedagang
Eceran Obat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah
KotaPahmbmgNomorﬂTahuthnhngKmnmn
Pemerintah Kota Palembang di bidang kesehatan, periu dilakukan
pembinaan terhadap penjualan obat;

b.bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, d sebagal upaya
peningkatan pendapatan asll daerah (PAD), ma:: pembinaan dan
pengawasan bidang tersebut, periu dipungut retribusinya;

¢, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, periu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

¢ 1.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

mmumxm.msmmammm
Tahun 1859 Nemor 73, Tambahan Lembaran Negara Nornor 1913).

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1882 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Nomer

3495),

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Reftribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
donganUndmm-mdmgNomuMTahunm(LumumNenam
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4048),

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3821),

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1852 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839),

6. Peraturan Pemerintash Nomor 25 Tahun 2000 tentang K
Pemerintsh Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi
Daerah Otonom (Lembaran Negara R! Tahun 1988 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara RI Nemor 4139).

8.Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1998 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan dan Bentuk Rancangan
Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden.

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.



10.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsl dan Strukiur
Organisasl Dinas Daerah,

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor
S Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Relribusi
Penyelenggaraan Toko Obat.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN TOKO OBAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
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lainnya.
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Badan

10.MIMPnnmmu0M&n Makanan yang selanjutnya disingkat
Balal Besar POM adalah unit pelaksana tekhnis badan POM.

11.Toko Obat edalash Pedagang Eceran Obat yaltu orang atau badan
Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan
bebas dan obat-obatan bebas terbatas untuk dijual secara eceran
ditempat tertentu,

12.Retribusl Toko Obat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi

13.Wn§hmibuﬂadaiahmpdmmubﬁmvmgmm
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

14.Masa retribusi adalah suatu jangka wakiu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib refribusi untuk memanfaatkan tempat khusus
retribusi.

%



15.5urat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPAORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi
untuk melaporken obyek retribusi dan wajib retribusi sebagal dasar
penghitungan dan pembayaran relribusi yang terutang menurut
peraturan retribusi Dasrah.

16.5urat Ketetapan Retribusi Daerah, ymgsehrduhwdmtdlmm
SKRD, edaiahm!kopumamyam menentukan besamya jumiah

tarutang.

19.Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan etau denda.

20.Surat Keputusan Keberatan adalah surat kepulusan atas keberatan
terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

21.Pemeriksgan adalah serangkalan keglatan wuntuk mencari,
mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepaluhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembinaan, pengaluran dan pengawasan toko obat dimaksudkan
sebagal upaya pemantausn penjualan obat yang dikonsumsi oleh
masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
Fasal 2 Peraturan Daerah inl, agar masyarakat merasa dilindungi
berkaitan dengan penjualan obat yang dikonsumsinya.

BAB Il
PERIZINAN
Pasal 4

Setiap orang slau badan yang menyelenggarakan toko obat dalam
Daerah harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 6

(1) Permohonan izin penyelenggaraan toko obat sebagaimana
dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah inl, disjukan secara tertulis
kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan,

(2) Persyaratan parmohonan kzin sebagsimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, adalah sebagal berikut :

a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
b. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
e. MdamplﬂunphotocowSumlzlnuumM(SﬂJP)
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d. Melampirkan turunan ijazah dan surat izin praktek asisten
farmasis muda atau farmasis madya,

e. Melampirkan surst pemnyataan bekerja asisten farmasis muda
stau farmasis madya dan tidak merangkap sebagal penanggung
jawab ditempat yang lain.

f. Melampirkan surat pernyataan tidak menjual obat daftar G dan
tidak melayanl resep Dolder.

g. Melampirkan Rekomendasl darl Gabungan Pengusaha Farmasl.

Pasal 8

(1) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan
Daerah Ini sudah memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal
diterimanya surat permohonan, surat penyelenggaraan toko obat
harus sudah diterbitkan.

G)Tufndappumohonmmﬁdakmmmw\imlm

permochonan dengan syarat-syarat yang masih harus
dipenuhi
Pasal T
(1) Masa beriakunya penyelenggaraan toko obat ditetapken selama

g

2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1)
ini, harus memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud
Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah inl,

Pasal 8

Selama proses penyelesalan pembaharuan zin penyelenggaraan toko
obat, maka toko obat tersebut tetap melakukan kegiatan berdasarkan izin

Pasal 8

zin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah inl, tidak
berlaku lagl apablla :

a.mbmmw;inwnhlahbumkdanmngtﬂnm

mempetpanjang izinnya |

b. ponmum}mmbwkoowmmmmmdmmumm
madya pindah tempat, berhenti dan atau meninggal dunia ;

¢. toko obat melanggar ketentuan-ketentuan dibldang obat keres.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TOKO OBAT
Pasal 10

(1) Penyelenggaraan toko obat meliputi keglatan menyimpan, menjual
obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam kemasan

berasal pabiik untuk dijual secara eceran,
) Dalam melaksanakan kegiatannya harus menjaga agar cbat-obat
yang dijual tetap berkualitas baik.



(3) Obat-obat yang dijual harus berasel dari pabrik farmasi yang telah
izin dari Departemen Kesehatan.

Pasal 11

Obat-obat yang masuk daftar obat bebas terbatas harus disimpan secara
khusus dan tidak bolch dicampur dengan obat-obatan atau barang-barang
fain.

BABV
PEMBINAAN
Pasal 12

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan toko obat dilaksanakan olsh
Dinas Kesshatan berkoordinas! dengan Instansi teknls terkalt.

ﬂ)mmmﬂmm.wdaumamttmwmkﬂ
obat wajlb diperiksa penilik obat dan makanan oleh petugas Balai
Besar POM dan atau Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 13

(1) Pengawasan penyelenggaraan toko obat dilaksanakan oleh Kepala
Daerah melalui Dinas Kesehatan,

(2) me.m&pﬂawmmm
penyelenggara toko obat diberikan teguran atau peringstan secara
tertulis

3) Apabila teguran ateu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat
(2) pasal ini tidak diindahkan, Kepala Daerah berwenang mengambil
tindakan sanksi berupa pembekuan [zin toko obat untuk Jangka waktu
selama-lamanya 6 ( enam ) bulan sejak dikeluarkan penetapan

n kegiatan toko obat.

(4) Pambekuan Izin toko obat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini,
dapat beroperasl apabila penyelenggara toko obat  dapat
membuldikan memenuhi seluruh persyaratan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

BAB VI
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 14

(1) Penyelenggara toko obat dilarang menerima atau melayani resep

doider,
{2) Panyelenggara toko obat dilarang membuat obat, mengemas atau
menggant dengan kemasan baru.

Pasal 16

Penyelenggara ditarang memasang iidan dan atau barang cetakan yang
sama atau menyamai nama apotek, pabrik obat atau pedagang besar

BAB VIl
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 16

Objek pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan toko obat adalah
setiap psmberian izin terhadap penyelenggaraan toko obat dalam Daerah.



Pasal 17

. Subjek pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan toko obat adalah
orang atau badan yang menyelenggarakan toko obat.

BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 18

()] Umb:ﬂswap pemberian [zin penyelenggaraan toke obat dikenakan
retri

2 Bmﬁremmmammmmnmmm inl ditatapkan
sebesar Rp, 100.000.- (seratus ribu rupiah).

BAB X
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 19

Rehlbusilzlnpmhnmmmohutdigolwmmumm Retribusl
Jasa Usaha.

BAB XiI
TOLOK UKUR PENGUNAAN JASA
Pasal 20

Tingkat panggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, lenis, golongan
dan jangka waktu penggunaan fasllitas yang diberikan Daerah.

BAB Xl
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!
Pasal 21

Prhuipdanmndamnpunupanmmmmbmyamm
didasarkan pada tujuan untuk mempercleh keuntungan yang layak
sobagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggaraan
toko obat mmmmmmmm
pasar.

BAB Xl
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 22

Struktur besamya tarif retribusi terhadap pelayanan sabagaimana
dimimudPasalﬂth:mD&emhkﬂ.dehmbuﬂmrkmﬂW
jasa diberikan.

Pasal 23
an toko obat hanya

Penetapan retribusi pembinaan izin penyelenggara
:g:dmn1(sam;knﬁuﬁapmbemnmmnmwmm



BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 24

Retribusl yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa
dan fasilitas diberikan,

BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SMTzﬂsETRIBUSI TERHUTANG
Pasgal

Masa Retribusi penyelengaraan toko obat adalah jangka waktu yang akan
ditetapkan oleh Kepaia Daerah.

Pasal 26

Saat retribusl terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 27

(1) Wajib Retribusi wajib menglsi SPdORD.

(2) SPJORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Inl, harus dilsl dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Walib Retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk Isi, serta tata cara pengisian dan penyampalan SPdORD
sebagaimana dimalsud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVil
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 28

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah
ini, ditetapkan retribusl tarhutang dengan menerbitken SKRD atau
dokumen lainnya yang dipsrsamakan.

(2) Bentuk, isi den tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang

diporsamakan sebageaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh
Kepala Daerzh.

BAB XVHll
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 22

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen |ain yang
dipersamakan.

BAS XIiX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 30

(1) Dalam hal Wajib Refribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang , dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga 2% (dua
persen) setiap bulan dar retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.



(2) Penyelenggara loko obat yang melanggar Pasal 14 Peraturan Daerah ini,
akan dikenakan sanksi berupa pencabutan lzin-lzin yang ada serta
membekukan/melarang operasional usaha penyelenggaraan toko obat.

BABR XX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 31

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
(2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan Jangka waktu pemakalan,
pembayaran refribusi dilakukan setelah berakhimya jangks waktu

pemalkaian.
(3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau

(4) Tata cara , penyetoran, tempat pembayaran retribusl diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah
BAB XX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 32

(1) Refribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang
menysbabkan jumlah retribus| yang harus dibayar bertambah, yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Refribusi dapat ditagih melalui Badan
Urusan Piutang dan Leleng Negara (BUPLN).

(2) Penagithan retribusi melelul BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

BAB XXl
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 33

(1) Wejib Reftribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan diserial
alasan-alasan

yang jelas.

(3) Datam hal Wajib Retribusi mengejukan keberatan atas ketetapan Wajib
Retribusi, Waljib Reftribusi harus dapal membukiikan kelidak benaran
ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajuken dalam jangka wakiu paling lama 2 (dus) bulan
sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitikan, kecuall apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuni karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimalksud aynt
(2) dan ayat (3) pasal inl, tidak dianggap sebagal surat keberatan,
sehingga tidek ngkean.

&) Pengajunnkebemﬂdakmnunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan relribusi.

Pasal 34

(1) Kepala Daerah dalam jJangka wakitu paling lama 8 (enam) Imlansajak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebaglan, menoclak, stau menambah besamya retribusi
yang terhutang.
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(3) Apabila Jangka wakiu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inl, telah lewat
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulikan

BAB XXIH
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 36

(1) Atas kelabihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
parmohonan pengembzalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka wakiu 8 (enam) bulan sefak diterimanya

kelebihan pembayaran refribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka wakiu sebagaimane dimaksud ayat (2) pasal ini, telah
dilampaul dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan alian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLE harus diterbitkan dalam jangka walktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan
pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung
diparhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu hutang retribusi tersebut,

(5) Pengambalian kelebihan pembayaran refribusl sabsgaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua ) bulan
sajak diterbitkan-nya SKRDLB.

(8) Apabila pengembalian pembayaran refribusi dilakukan setelah lewat
jangica waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga
sebosar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 36

(1) Paermohonan pengembalian keleblhan pembayaran retribusi diajukan
secara fertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan:

a. nama dan alamat wajib retribusi ;
b. masa retribusi ;

c. besamya kelebihan

d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian keleblhan pembayaran retribusi disampalkan
Ilangsung atau melalul pos tarcotat.

(3) Bukti penerimaan cleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohenan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

(1) Pengembalian keleblhan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusl,

(2) Apablla kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, mmmmmmmpmlssmm)mw
Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIV

KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusl.
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(2) Pemberian pengurangan, kernganan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimeksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Reiribus],

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Kepala Daerah,

BAB XXV

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 39

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecuall apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebegaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
tertangguh apabila:
a.diterbitkannya surat teguran; atau
b.ada pangakuan hutang retribus! dari Wajib Retribusi balk langsung

maupun tidak langsung.
BAB XXV
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 40

(1) Pembayaran retribusl dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus
Penerima Dinas Kesehatan, alau petugas yang ditunjuk.

(2) Selambatlambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil
pungutan retribusl yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui
Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank
Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

(1) Pelanggaran atas keterfuan dalam Perabran Daerah ini, diancam pidena
kurungan selame-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 5.000.000 - (lima juta ruplah).

(2) Wajio relribus! yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan pidana
denda paling banyak 4 (empat) kall jumiah refribusi tarutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pesal ini
adaiah pelanggaran,

BAB XXvii
PENYIDIKAN
Pasal 42

(1) Selain pejabat penyidik urmum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan
tindak pidana sebagaimana dimaksud oloh Peraturan Daerah ini, dapat juga
dilakukan oleh Penyidik Pegawal Neger Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah
Kota Palembang yang pengangkstannya ditetapkan sesual dengan peraturan

perundang-undangan yang
(2) Dalam melaksanakan tugas penyldikan, Penyidik Pegawal Neget SipH
(PPNS) sabagal dimaksud ayat (1) pasal Ini berwenang
8. menerima laporan atau pangaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;
b. mekaiulan tndakan pertama peda saat iu di tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;

€. menyuruh berhentl seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari
tersangka;
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melakukan penyitaan berda atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang

:::Lmnggﬂomgm dldmgardandiparﬁzsa sebagal tersangka
mendatangkon orang ahf yang diperiukan dalam hubunganmya dengen
pemerksasn perara;

mengadakan penghenfian penyidiken setelsh mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa fidak terdapat cukup buiti atau poristiwa tersebut bukan
merupakean  tindak  pidana  dan  selanjuinya  melahil  penyidik
MMMWmeM
i mangadakanﬁndakanlainnnmhdun dapat dipertanggung
lawabkan, yene

~sa

> @

BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

Dalam jangka &Mﬂgﬁ(a@)mhunse}uk berlakunya Peraturan Daerah ini,
penyelengpara toko ya sudahadahmmmdﬂmponwuahn
a:!engparl.P!t?zratumn{}aemhinl"g

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUR
Pasal 44

Dengan beriakukannya Peraturan Daerah Ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan Paraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 46
(1) Dinas Kesehatan sebagal instansi teknls pelaksnna Peraturan Daerah inl.
(2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator
pungutan Retribusii Daerah.

(3) Hakhal yang belum diatur dalam Keputusan inl, sepanjang
pelaksanaannya akan ditelapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pade tanggal diundangkan,

Agar supaya sefiap orang mengetshulnya memerintahkan
pangundangan Perafuran Daerah Inld;;“gp:ipenompahmm al dalam Lembaran

Dasrah Kota Palembang,
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal /< Januari 2002,
Diundangken di Palembang -’
oikibater) 3= 4~ 5002 WALIKOTA PALEMBANG

SEARETAMIS DAERAH KOTA PALEMBANE

ﬁﬂ@/bﬁ.ﬂ %ypwn o
Hajjah Harin‘rf'ﬂs’_’_‘- 2
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